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PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK
DENGAN
PRAKTIK MANDIRI BIDAN MARIYANI PONTIANAK
TENTANG
KERJASAMA PRAKTIK LAPANGAN

Nomor : HK.05.01/1.3/1501/2020
Nomor : Perjan-05/PMbM /7 /2020

Pada Hari ini Rabu Tanggal Sembilan Belas Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu
Dua Puluh bertempat di Pontianak, kami yang bertandatangan di bawahini :

Didik Hariyadi, S.Gz.M.Si Direktur Politeknik kesehatan kementerian

Kesehatan Pontianak yang berkedudukan dan
berkantor di jalan 28 Oktober Siantan Hulu
Pontianak,dalamhalinibertindak dalam jabatannya
untuk dan atas nama serta sah mewakili Politeknik
Kesechatan Kementerian Kesehatan
Pontianak,selanjutnya di sebut PIHAK PERTAMA.

2. Mariyani, Amd.Keb Pimpinan Praktik Mandiri Bidan Mariyani

berkedudukan di Jalan Pancasila 5 Pontianak, dalam
hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah
mewakili Praktik Mandiri Bidan Mariyani Ponfianak,
selanjutnya dalam kesepakaian bersama ini disebut
sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PTHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut
PARA PIHAK terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut ;
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Undang-Undang no 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Sistem
pendidikan Nasional

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang
Pedoman organisasi Rumah Sakit

Permenkes No.38 Tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja politeknik
kesehatan di lingkungan badan pengembangan dan pemberdayaan SDM
kesehatan kemenlerian keschatan

Permenkes No 28 tahun 2017 izin dan penyelenggaraan praktik bidan



H. KepMenKes RI Nomor : KP.03.03/IV/782/2018 Tentang Pengangkatan dalam
jabatan Direktur Politeknik Kesechatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan
Republik Indonesia

I. Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya
Manusia Kesehatan Nomor HK.00.06.1.1.13154.1 tentang Rencana Aksi

Program Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Tahun
2015-2019

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pihak sepakat membuat dan
menandatangani perjanjian  kerjasama tentang Praktik Mahasiswa Politeknik
Kesehatan Kemenlerian Keschatan Pontianak di Praktik Mandiri Bidan Maryvani
Pontianak, yang selanjutnya disebut “perjanjian® dengan syarat-syarat dan
ketentuan-ketenluan sebagai berikut :

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal |

Dalam perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan ;

1 Praktik adalah Praktik Kesehatan Lingkungan, Klinik Gizi, Keperawatan Gigi,
Kesehatan Analis, Keperawatan dan Kebidanan, di Praktik Mandiri Bidan
Marivani Pontianak ;

2 Mahasiswa adalah peserta didik jenjang pendidikan D-1Il dan D-IV Poltekkes
Kemenkes Pontianak ;

3 Pembimbing Praktik adalah seorang Fungsional dibidangnya yvang dianggap
mampu membimbing di bidangnya, ditunjuk dan ditetapkan dengan surat
keputusan Pimpinan Praktik Mandiri Bidan Marivani Pontianak ;

4 Sarana dan Prasarana Praktik Mandiri Bidan Mariyani Pontianak, adalah
segala fasilitas yang tersedia diruang Bersalin, Perawatan dan Laboratorium
yang ada kaitannya dengan pelaksanaan Praktik Mahasiswa Poltekkes
Kemenkes Pontianak.

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam
pelaksanaan praktik Mahasiswa Poliekkes Kemenkes Pontianak di Praktik Mandiri
Bidan Pontianak, dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan dan pengembangan
sumber daya manusia di bidang Kesehatan umumnya dan profesionalisme lulusan
Poltekkes Kemenkes Pontianak.
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BAB 111
RUANG LINGKUP KERJASAMA
Pasal 3
Saranadan Prasarana Praktik Mandiri Bidan serta pembimbing Praktik

PIHAK PERTAMA memanfaatkan sarana dan prasarana Praktik Mandiri Bidan serta
memberdayakan pembimbing Praktik PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan
praktik Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak.

Pasal 4
Tata Cara Pelaksanaan

1 PIHAK PERTAMA memberitahukan kepada PIHAK KEDUA paling lambat 1 (satu)
bulan sebelum Praktik Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak dimulai disertai
dengan petunjuk teknis pelaksanaannya;

2 Perencanaan Praktik dan garis-garis besar pengajaran praktik dibuat oleh PIHAK
PERTAMA;

3 Kriteria peseria ditentukan PIHAK PERTAMA sedangkan jumlah peserta, waktu
dan tempat praktik ditentukan bersama oleh KEDUA BELAH PIHAK.

Pasal 5
Pengawasan

1 PIHAK PERTAMA mengadakan supervise dan monitoring kemampuan
mahasiswa selama Praktik di Praktik Mandiri Bidan Mariyani Pontianak ;

2 PIHAK KEDUA melalui Pembimbing Praktik menyelenggarakan, memantau dan
melaksanakan evaluasi hasil Praktik Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak
dari mahasiswa PIHAK PERTAMA.
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Pasal 6
Ketenagaan

1 PIHAK PERTAMA menunjuk penguji praktik bagi mahasiswa Poltekkes
Kemenkes Pontianak dari PIHAK KEDUA vang ditetapkan dengan surat
keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak;

2 PIHAK KEDUA menunjuk Pembimbing Praktik selama kegiatan, Mahasiswa
Poltekkes Kemenkes Pontianak yang ditctapkan dengan Surat Keputusan
Praktik Mandiri Bidan Mariyani Pontianak.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 7
Hak Dan Kewajiban Pihak Pertama

PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan Praktik Mahasiswa Poltekkes Kemenkes
Pontianak dan ujian praktik di lahan praktik yang telah disepakati dengan PIHAK
KEDUA;

PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan bantuan Pembimbing Praktik dari PIHAK
KEDUA dalam rangka memantau dan mengevaluasi pelaksanaan praktik
mahasiswa PIHAK PERTAMA;

PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan bantuan penguji praktik dari PIHAK
KEDUA dalam rangka melakukan ujian praktik mahasiswa PIHAK PERTAMA;
PIHAK PERTAMA berkewajiban membayar biaya prakiik Mahasiswa Poltekkes
Kemenkes Pontianak kepada PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA berkewajiban mengganti biaya kerusakan sarana dan prasarana
Praktik Mandiri Bidan sebagai akibat langsung kesalahan dan kelalaian mahasiswa
PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan praktik kepada PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA berkewajiban membuat petunjuk teknis praktik dan garis-garis
besar program pengajaran praktik untuk diberikan kepada PIHAK KEDUA,
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Pasal 8
Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

PIHAK KEDUA berhak untuk mendapatkan pembayaran biaya praktik
Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak dari PIHAK PERTAMA ;

PIHAK KEDUA berhak memberikan sanksi kepada Mahasiswa yang melakukan
pelanggaranketentuan dan peraturan yang berlaku di Praktik Mandiri Bidan
Mariyani Pontianak dengan sepengetahuan PIHAK PERTAMA;

PIHAK KEDUA berhak menolak praktik kerja mahasiswa PIHAK PERTAMA jika
PIHAK PERTAMA tidak mengindahkan ketentuan pasal 4 ayat 1, lahan praktik
tidak memungkinkan karena beban pembimbing Praktik dan daya tampung
ruang perawatan sudah maksimal atau alasan lainnya vang dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum;

PIHAK KEDUA  Dberkewajiban memfasilitasi PIHAK PERTAMA dalam
melaksanakan praktik Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak di  Praktik
Mandiri Bidan Marivani Pontianak ;

PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan hasil evaluasi praktik mahasiswa
kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan format evaluasi yang disediakan oleh
PIHAK PERTAMA.

BAEB WV
PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN
Pasal 9
Biaya Praktik

PIHAK PERTAMA akan dikenakan biaya atas pelaksanaan Praktik Kesehatan
Lingkungan, Klinik Gizi, Keperawatan Gigi, Teknologi Laboratorium Medik
(TLM), Keperawatan dan Kebidanan, di Praktik Mandiri Bidan Maryani
Pontianak, dengan besarnva biaya yang di tentukan oleh Para Pihak sebagai
honor pembimbing lapangan.

Praktik kerja/Praktik Klinik/ujianpraktik mahasiswa D-1ll dan D-IV Poltekkes
Kemenkes Pontianak per orang per hari : Rp. 20.000.-

Apabila dalam pelaksanaan kegiatan praktik mahasiswa menggunakan bahan
habis pakai medis atau terjadi kerusakan pada peralatan vang digunakan pada
saat pelaksanaan kegiatan praktik yang disebabkan oleh kelalaian mahasiswa,
maka secgala bentuk pembiayaan yang berkaitan dengan hal-hal tersebut di
atas menjadi kewajiban dan atau tanggung jawab dari PIIIAK PERTAMA.
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Pasal 10
Tata Cara Pembayaran

PIHAK PERTAMA membayar biaya Praktik Mahasiswa Poltekkes Kemenkes
Pontianak, kepada PIHAK KEDUA paling lambat 7 (tujuh) hari setelah
diterimanya rincian tarif:

Apabila ada keterlambatan dalam melakukan pembayaran kami sebagai PIHAK
KEDUA akan menunda prakiik mahasiswa periode berikutnya sampai
pembayaran di selesaikan;

Pembayaran dilakukan kepada PIHAK KEDUA dengan cara sctoran tunai
melalui Kasir Penerimaan Praktik Mandiri Bidan Maryani Pontianak.

BAB VI
JANGKA WAKTU PERJANJIAN
Pasal 11

Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani dan berlaku untuk
jangka waktu 3 (Tiga) Tahun ;

Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu
perjanjian, para pihak sepakat untuk saling memberitahukan maksudnyaa
pabila hendak memperpanjang perjanjian ini;

Apabila selambat-lambalnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum
berakhirnya perjanjian tidak ada surat pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA
untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian maka perjanjian ini secara
olomatis berakhir.

BAB VI
FORCE MAJEURE
Pasal 12

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini salah satu pihak mengalami
keterlambatan atau gagal melaksanakan perjanjian ini karena force majeure,
maka pihak yang mengalaminya wajib memberitahukan kepada pihak lainnya
selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari setelah terjadi force majeure tersebut;
Force majeure dalam perjanjian ini adalah terjadinya hal-hal yang diluar
kendali control dari salah satu pihak seperti peperangan, blokade,
pemberontakan, kebakaran,kerusuhan, sabotase, epidemi atau bencana alam
sepertl banjir gempa bumi dan hal-hal lain diluar kemauan dan kemampuan
kedua pihak;

Apabila Force majeure tersebut terjadi sehingga para pihak dalam perjanjian ini
tidak dapat melaksanakan perjanjian ini, maka para pihak akan
menyelesaikan seccara musyawarah.
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